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NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PRAYUNGAN

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRAYUNGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka Pemerintah
Desa perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP Desa);

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud pada huruf a, merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
Prayungan Tahun 2021;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221});
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara



10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016
tentang Laporan Kepala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019
tentang Pedoman Umum Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun
2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10
Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 10);

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018
tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok; (Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 46);
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 - 2023;
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019
Nomor 2);

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten
Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2018 Nomor 29);



17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018
tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018
Nomor 45);

18. Peraturan Desa Prayungan Nomor 02 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes) Prayungan Tahun 2017-2022;

19. Peraturan Desa Prayungan Nomor 03 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa

Prayungan

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAYUNGAN
dan

KEPALA DESA PRAYUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA  TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DESA PRAYUNGAN TAHUN 2021

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

i

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistemn pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan
adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau
vang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.



6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

T

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD atau
vang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal
yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang selanjutnya
disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan
Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.Peraturan
Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan
Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama

pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

12. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang

dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas
pelayanan dan Pemberdaysan Masyarakat Desa melalui pendekatan
partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang

diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur
masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.

14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan

di desa dan Kawasan Perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa
dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong
royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan

sosial.

15. Pengkajian Keadaan Desa adalah Proses penggalian dan pengumpulan data

baik spasial maupun sosial mengenai keadaan obyektif masyarakat,
masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan
secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau yang selanjutnya

disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan
Desa periode 6 (enam) tahun.

17. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau yang selanjutnya disebut RKP Desa

adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

18. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi

bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan
diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota
melalui mekanisme perencanaan pembangunan dacrah.



19.

20.

21.

22.

Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang
meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan
kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
atau perolehan hak lain yang sah.

Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya
alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial
dan budaya, sumber daya ekonomi dan sumber-sumber daya lainnya, yang
dapat diakses, dikembangkan dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber
daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diclah,
dimanfaatkan dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat
Desa.,

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang selanjutnya disebut APB

24,

29,

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/
kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat
Desa.

Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan
fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang
tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur Perangkat Desa,
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.

Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan pemberdayaan
Masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan
fasilitasi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan
pemerintahan Desa.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa
vang memiliki prakarsa atau/dan yang dipilih oleh Desa untuk
menumbuhkan, mengembangkan serta menggerakkan prakarsa,
partisipasi, swadaya dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
Badan Usaha Milik Desa atau yang selanjutnya discbut BUM Desa adalah
badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa,
yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya
untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Desa.



BAB I
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Prayungan Tahun 2021 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :

BAB |

BAB Il

BAB III

BAB IV

BABV
LAMPIRAN

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2, Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Visi dan Misi

: EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN

SEBELUMNYA

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2.2, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat
dan Mendesak Desa

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1. Pendapatan Desa

3.2. Belanja Desa

3.3, Kebijakan Umum Anggaran

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN DESA

4.1. Rumusan Prioritas Program dan Kegiatan Skala
Desa

4.2, Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa

PENUTUP

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun
2021
1. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa (oleh

Tim Penyusun RKP Desa)

[lI. Format Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP Desa) Tahun 2021

IV. Berita Acara Penyusunan Daftar Usulan RKP Desa
Melalui Musrenbang Desa

V. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2021

VI. Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan

(2) Rincian Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Prayungan.

ditetapkan di Prayungan
pada tanggal 06 Agustus 2020

Diundangkan di Prayungan
Pada tanggal 06 Agustus 2020
SEKRETARIS DESA PRAYUNGAN

LEMBARAN DESA PRAYUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 05



LAMPIRANI : PERATURAN DESA

PRAYUNGAN
NOMOR : 05 TAHUN 2020
TANGGAL : 06 Agustus 2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2021

1.1.

DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa,

1.2.

Disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak adat
istiadat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan
Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Desa
berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk
dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota,
maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang
matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta
demokratisasi yang berkembang di Desa. Maka Desa diwajibkan
menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen
Perencanaan Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Perencanaan RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa
yang dibuat untuk jangkawaktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan
penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan
pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Desa
dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam.
Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa
merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat
regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa
maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan
mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan
RPJM Desa.

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Laporan Kepala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010
tentang Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro;
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang
Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang
Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 - 2023;

Peraturan Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten
Bojonegora Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Prayungan
Tahun 2017-2022;

Peraturan Desa Prayungan Nomor 03 Tahun 2018 Tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa di Desa Prayungan

Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) disusun dengan

maksud sebagai berikut:
1. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun kegiatan tahunan untuk

mewujudkan tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan dalam
RPJM Desa



2. Desa memiliki rencana dalam menyusun kegiatan tahunan tahun
2021 yang merupakan penjabaran RPJM desa tahun pertama yang
berkesinambungan dalam jangka waktu enam tahun

3. Memberikan gambaran kondisi umum desa sekarang, sekaligus
menjabarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2021
dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.

4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan
pemerintah desa.

5. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di dessa serta
menampung aspirasi vang sesuai kebuthuhan masyarakat.

6. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat.

Selain dimaksud diatas, tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa
secara partisipatif adalah sebagai berikut:

1. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan
yvang berkekuatan hukum tetap.

2. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan
di Desa.

3. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

1.4. Visi dan Misi

Tantangan birokrasi Pemerintah Desa di masa depan meliputi

berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi,
Spsial Budaya, Pertahanan & Keamanan, [lmu Pengetahuan dan
Teknologi serta Agama.
Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang Iluas dan
bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Pemerintahan Desa yang
berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya,
sehingga dapat benar-benar mewujudkan Pemerintahan yang Good
Government dan Open Government. Guna memenuhi tuntutan
kebutuhan masyarakat, maka Pemerintahan Desa harus memiliki visi
dan misi ke depan.

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal),
dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu
mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi
itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap cksis dan konsisten.
Penyusunan Visi Desa Pejambon dilakukan dengan pendekatan
partisipatif yang melibatkan Pemerintahan Desa, BPD, LPMD, dan tokoh
masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya
yang ada dan tumbuh di masyarakat.

A. Visi :
“Merealisasikan Pemerintahan yang transparan guna
terwujudnya Desa Prayungan Berpessan (Bersih, Produktif,

Edukatif, Sehat, Sejahtera, Aman dan Nyaman)”



B. Misi :
Untuk mewujudkan Visi Desa tersebut, maka langkah strategis
atau misi yang dilakukan Pemerintah Desa Prayungan adalah
sebagai berikut :

1. Meningkatkan Profesionalisme kinerja Aparatur Pemerintahan
Desa guna meningkatkan kwalitas pelayanan kepada
masyarakat serta menyelenggarakan urusan Pemerintahan
Desa secara baik, terbuka dan bertanggung jawab sesuai
dengan Peraturan perundang-undangan.

2. Mewujudkan kwalitas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan
nyaman.

3. Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana olah raga,
Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur pertanian dan sumber
daya yang berkwalitas.

4. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan-
pelatihan berbasis ekonomi kerakyatan

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk gemar bergotong-
royong dan menjaga lingkungan dengan mengaktifkan
siskamling.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Desa, bukan
semata-mata disebabkan oleh internal Desa, melainkan juga disebabkan
permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi maupun
pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak
pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah
beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. = Ketidakcermatan
mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung
menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang
pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam menyusun RKP Desa tahun 2021 berdasarkan aspek pembahasan,
sebagai berikut:

a. Identifikasi masalah pembangunan tahun 2020.

b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDesa.

¢. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat.

A. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2020
Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui
analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat
dalam RKP Desa dan APBDesa tahun 2021 dengan implementasi
pelaksanaan pembangunan tahun 2020.
Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah
sebagai berikut:



1.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- Besaran Dana Transfer dan Pendapatan Desa belum bisa ditentukan
saat pembuatan APB Desa, sehingga banyak kegiatan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang belum bisa terlaksana di
tahun 2020, dan akan dilaksanakan pada tahun 2021.

1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :

- Kegiatan Pembangunan yang belum terlakasana ditahun 2020,
dikerjakan pada tahun 2020.

1.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :

- Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan desa yang belum terlaksana
ditahun 2020, dikerjakan pada tahun 2020.

1.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :

- Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan desa yang belum
terlaksana ditahun 2020, dikerjakan pada tahun 2020.

1.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
Desa :

- Kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
yvang terjadi pada tahun 2020 adalah adanya Kejadian Luar Biasa
Non Alam ( Covid-19) yang menyebabkan beberapa kegiatan vang ada
pada tahun 2020 terhambat. Bahkan ada yangg tidak dapat
terlaksana, akan dikerjakan pada tahun 2020.

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
Berdasarkan Peraturan Desa Prayungan Nomor 02 Tahun 2017
tentang RPJM Desa Prayungan pada tahun 2017-2022 prioritas masalah
vang harus diselesaikan meliputi 3 masalah :
Secara rinci permasalahan tersebut adalah:
1. Bidang Fisik / Infrastruktur
1.1 Bangunan TPT yang belum masih 50%
1.2 Jalan Penghubungantar Dusun masih belum sempurna
1.3 Jalan Poros Antar Desa terdekat masih Perlu perbaikan
2. Bidang Sosial Budaya
2.1 Masih ada bangunan rumah tidak layak huni
2.2 Sarana kesenian belum ada.
2.3 Pemerintah Desa belum mampu menganggarkan Pembangunan
Fasilitas Umumsecara maksimal karena minimnya dana.
2.4 Kegiatan pembelajaran anak ( pengajian anak-anak santri )
dimasijid dan mushola kurang mendapat perhatian.

3. Bidang Ekonomi
3.1 Pada musim kemarau tidak terdapat Air untuk Pertanian
3.2 Tingkat pengangguran di Desa masih tinggi
3.3 Perlu adanya penyuluhan tentang sistem pertanian
3.4 Masyarakat kurang menunjang untuk pelaksanaan program
pemerintah di bidang pertanian



C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan

Keadaan Darurat

Identifikasi keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi
berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh
bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi
akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan
analisa pemerintah Desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat,
ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh
pemerintah Desa.
Masalah tersebut meliputi (contoh):
e Pembangunan Basis Lingkungan RT
e Bangunan Sarana Kesehatan Desa
* Pembangunan Sarana Pendidikan Desa
Pembangunan Jalan Usaha Tani
Pembangunan Infrastruktur Desa
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Desa
Pembangunan Sarana Prasarana Prasarana Indikator Parameter GDSC.

BAB III
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1. Pendapatan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban Desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa
merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan
pengawasan keuangan Desa. Agar pengelolaan keuangan Desa lebih
mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai
peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin
anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah
peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap
kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah Desa bersama
Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif
dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya
Desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya.
RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
vang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31
Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan Desa untuk tahun anggaran
2021 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi Desa.
Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian
secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.



Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang
melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan
pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan
Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan
potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Desa, Dana Transfer,
Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan
Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar

Rp. 3.448.899.975 (Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh
Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu
Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) yang berasal dari :

KODE URAIAN JUMLAH
REK
1 PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Desa 2.000.000
y 5 B | Hasil Pengelolaan / LelangTKD 520.000.000
1.1.2 | Pendapatan Lain-Lain -
TOTAL PENDAPATAN 522.000.000
1.2 PENDAPATAN TRANSFER
1.2.1 Dana Desa (DD) 723.811.000
1.2.2 |Bagian dari Bagi Hasil Pajak (BHP) Daerah 22.012.700
1.2.3 | Bagian dari Bagi Hasil Retrebusi (BHR) Daerah 6.036.700
1.2.4 | Alokasi Dana Desa (ADD) ’ 488.544.700
1.2.5 |Bantuan Kabupaten dan Propinsi 1.686.494.875
1.2.6 | Bantuan Kabupaten DAK Pendidikan -
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER 2.926.899.975
1.3 PENDAPATAN LAIN-LAIN .
1.3.1 | Hibah dan Sumbangan Pihak ke-3 yang tidak
mengikat
1.3.2 | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
(Silpa tahun 2020)

TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN

JUMLAH PENDAPATAN 3.448.899.975

3.2. Belanja Desa

Pengelolaan belanja Desa Prayungan akan diprioritaskan untuk
pembangunan sarana dan prasarana seluruh bidang guna
meningkatkan daya saing dan nilai tambah masyarakat desa melalui
komitmen Pemerintah Desa dalam menyusun desain anggaran belanja
scbagai berikut :

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang/Jasa

3. Belanja Modal

4, Belanja Tak Terduga



3.3. Kebijakan Umum Anggaran
Kebijakan umum anggaran yang meliputi keseluruhan kegiatan
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan per-
tanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa
selaku pemegang kekuasaan keuangan desa akan dilaksanakan
dengan langkah-langkah :

Perencanaan anggaran
Sebelum disusunnya draft Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa), Kepala Desa akan melakukan musyawarah
desa untuk mendengarkan aspirasi yang berkembang dari seluruh
komponen desa, baik itu BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama,
lembaga kemasyarakatan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan semata-
mata demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas perencanaan
anggaran sehingga akan muncul perspektif yang sama antara
masyarakat dengan pemerintah desa terkait dengan perencanaan
anggaran yang dilakukan.
Kebijakan penganggaran
Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Kepala Desa
dalam menyusun kebijakan penganggaran akan menerapkan
prinsip efisiensi anggaran agar tercipta efektifitas pelaksanaan
kegiatan dengan dukungan anggaran yang sesuai. Hal ini penting
dilakukan agar tidak terjadi pemborosan atau in-efisiensi anggaran
sehingga desa tetap dapat melaksanakan segala kegiatan yang telah
direncanakan dalam RKP Desa secara konsisten dan terarah sesuai
dengan anggaran yang ada.

Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa

dengan tetap menyesuaikan RKP Desa tahunan yang dapat terdanai

melalui Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa
tentang Perubahan APBDesa.

Pelaporan

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan dan

penggunaan dana yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan

pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana kepada

Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pertanggungjawaban

Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Prayungan Tahun Anggaran 2020 dan

menyampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) bulan

setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas bersama BPD.

o Berdasarkan kesepakatan bersama Kepala Desa dengan BPD
maka Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung-
jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Prayungan Tahun Anggaran 2020, dapat ditetapkan menjadi
Peraturan Desa.

o Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prayungan
tahun 2020 disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Desa ditetapkan.






